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BUPATI BOALEMO,

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Akta Perjanjian

Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan
3 (Tiga) Ruas Jalan Kabupaten Di Boalemo
Provinsi Gorontalo Antara Pusat Investasi
Pemerintah  Kementrian Keuangan Republik
Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Boalemo,
besarnya biaya Pinjaman Daerah Kepada Pusat
Investasi Pemerintah Kementrian Keuangan
Republik Indonesia adalah sebesar
Rp.51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar

rupiah);

. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Akta Perjanjian

Investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dimana selain membayar bunga pinjaman
Pemerintah Daerah wajib membayar biaya - biaya
pinjaman yang satu kali dibayar dimuka setelah

penandatanganan perjanjian investasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang
perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo

tentang Besaran Biaya Kewajiban Atas Pinjaman
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Mengingat :

Daerah Kepada Pusat Investasi Pemerintah

Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
178, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3899 ), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 10
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor S50 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3965);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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